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Abstrak

pelaksanaan pembangunan dikatakan berhasil bila mampu menjawab kebutuhan dan

permasalahan yang dihadapi anggota masyarakat. Hal ini dapat terwujud salah satunya dengan

mengikutsertakan anggota masyarakat sejak awal proses kegiatan, khususnya dalam penyusunan

rencana pembangunan. partisipasi dalam perencanaan pembangunan wujudnya bisa berupa

kehadiran dalam rapat/musyawarah, pemikiran, dan waktu. Dalam rangka menyesuaikan dengan

kepentingan masyarakat, maka penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga formal dari unsur eksekutif dan legislatif saja'

Kelompok-ketompok masyarakat rokar dan Lembaga Swa daya Masyarakat (LSM/ NGo) dapat

turut berpartisipasi daram penyusunan anggaran agar rebih dapat dipertanggungjawabkan, atau

dengan kata lain lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat'
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Pendahuluan
BeberaPa tahun terakhir, banYak

kalangan yang menaruh perhatian pada studi

tentang partisipasi masyarakat lokal dalam

pembangunan; baik itu yang berbasis pada

kearifan lokal, pengelolaan bencana,

maupun perencanaan dan penganggatan

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah). Secara teoritik, tema tentang

partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan dapat ditelusur melalui kajian

ilmu sosiologi pembangunant' maupun

sosiologi pemerint ahar]. Pada prinsipnya,

partisipasi masyarakat diupayakan untuk

memberdayakan masyarakat agar mampu

memecahkan masalah yang dihadapi dan

sanggup memenuhi kebutuhannya dengan

tidak bergantung pada bantuan pihak luar

(baik pemerintah maupun organisasi non-

pemerintah). Jika pembangunan dilakukan

oleh pemerintah guna mensukseskannya,

maka masyarakat harus dengan sadar untuk

berpartisipasi dalam penyelen ggar aanny a'

Keberadaan ruang PartisiPasi

merniliki arti penting dalam proses

perencanaan dan penganggaran APBD suatu

daerah. Melalui ruang ini, pengambil

kebijakan diharapkan semakin mengetahui

kebutuhan warganya sehingga pos-pos

anggaran yang dibentuk tidak meleset dari

kebutuhan Yang ada. Bantul dan

Gunungkidul3 serta beberapa

kabupatenlkota lain yan g ada di Indonesia

pada umumnya; tidak sama dengan Porto
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